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Abstrak: Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penulisan ini untuk menentukan peran
pembuktian terbalik dalam membantu pemberantasan tindak pidana korupsi dari sudut pandang hukum positif
Indonesia dan dari sudut pandang perlindungan dan perlindungan hak-hak terdakwa tindak pidana korupsi
seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Dan penulis memperoleh
simpulan yaitu: 1. Untuk memahami peran pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk memahami bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dan perlindungan hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi. Pembagian beban pembuktian atau pembuktian terbalik merupakan bagian yang sangat
penting dalam membantu anggota melakukan tindak pidana korupsi. Karena hal ini memungkinkan adanya
pembuktian terbalik, maka pembuktian terbalik ini merupakan mekanisme yang memaksa mereka untuk
membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah dan bukan melalui tindak
pidana. Dalam artikel ini akan dipaparkan bagaimana pembagian beban pembuktian memegang peranan
penting dalam hal ini. Namun, dalam beberapa kasus, penerapan dan pelaporan hukum yang tidak konsisten
dapat menimbulkan tantangan terhadap asas-asas keadilan, terutama dalam perlindungan hak-hak individu
terdakwa.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian Terbalik, Pembuktian Terbalik Terbatas.

Abstract: This article's goal is to ascertain how reverse evidence can aid in the eradication of corrupt
practices, both from the standpoint of Indonesian positive law and the defense of the rights of those who are
accused of corrupt practices as stipulated in the Criminal Code and the Corruption Crime Law. In this
writing, the author uses qualitative research methods, and the author obtains conclusions, namely: 1. To
understand the role of reverse evidence in eradicating criminal acts of corruption. 2. to comprehend how to
apply the reverse evidence method and defend the rights of those who commit crimes involving corruption.
Sharing the burden of proof or reverse proof is a very important part in helping members commit criminal
acts of corruption. Because this allows for reverse proof, this reverse proof is a mechanism that forces them to
prove that all the assets they own were obtained legally and not through criminal acts. This article will
explain why the distribution of the burden of proof is so important in this case. However, in some cases,
inconsistent application and reporting of the law can pose challenges to the principles of justice, especially in
the protection of the rights of individual defendants.

Keywords: Corruption, Reversed Burden Of Proof, Limited Reversed Burden Of Proof.
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PENDAHULUAN

Membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkembang adalah tujuan pembangunan
nasional, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai hal tersebut, upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan semakin meluas harus terus
ditingkatkan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang ditetapkan oleh Pancasila
dan UUD 1945, pelaku korupsi harus diberantas. Namun semua itu hanyalah khayalan belaka,
bahkan seiring berjalannya waktu persentase pelaku korupsi semakin meningkat dan semakin
merajalela baik korupsi yang dilakukan di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Korupsi ini merugikan tidak hanya ekonomi negara tetapi juga hak ekonomi dan sosial masyarakat
secara keseluruhan. Akibatnya, korupsi ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Maka dari itu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditingkatkan secara besar-besaran,
sungguh-sungguh dan terus-menerus dikarenakan korupsi ini telah merusak keuangan negara,
perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Korupsi merupakan bentuk
kejahatan yang kompleks dan beragam, serta sulit untuk diselesaikan, hal ini ditandai oleh semakin
modernnya modus-modus dalam operandi yang digunakan dan kemampuan pelaku dalam menutupi
jejaknya. Situasi ini menjadikan pengungkapan perkara korupsi semakin menantang dan sulit,
sehingga seringkali memerlukan banyak waktu dan cara yang rumit untuk mendapatkan bukti hukum
yang memadai.

Untuk alasan ini, sistem pembuktian diperlukan karena saat ini dianggap tidak efektif dan tidak
efisien dalam tindak pidana korupsi dan memberatkan penyidik, terutama jaksa, untuk melakukan
penyidikan. Mengapa demikian? Sebab, para terdakwa tindak pidana korupsi, khususnya saat ini,
sangat pandai dan lihai menyembunyikan harta kekayaan yang telah dikorupsinya. Oleh karena itu,
yang namanya pembuktian terbalik sangat dibutuhkan, pembuktian terbalik dalam perkara korupsi
merupakan suatu peraturan yang mana terdakwa tidak hanya membuktikan bahwa dirinya tidak
bersalah, tetapi terdakwa juga harus mampu membuktikan bahwa harta kekayaan atau harta benda
yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh secara sah dan bukan berasal dari suatu tindak pidana.
Sistem ini akan membantu penyidik dan jaksa dalam memberantas para pelaku tindak pidana
korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah undang-undang awal yang
mengatur bagaimana beban pembuktian dibagi dalam kasus korupsi. Di dalam undang-undang
tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan pembuktian terbalik secara terbatas, memberikan
kewenangan kepada hakim untuk meminta terdakwa membuktikan apabila harta kekayaannya
tersebut diperoleh secara sah. Hal ini dimaksudkan agar para koruptor semakin sulit
menyembunyikan uang hasil kejahatannya, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Namun penerapan pembuktian terbatas ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan
perlindungan hak-hak terdakwa. Asas praduga tak bersalah yang merupakan asas fundamental sistem
peradilan pidana bisa terancam jika beban pembuktian dibalik tanpa batas yang jelas. Oleh karena
itu, keseimbangan antara penerapan hukum vyang efektif dan perlindungan hak-hak terdakwa
diperlukan untuk menjamin ditegakkannya prinsip keadilan.

Maka dari itu, didalam artikel ini akan menganalisis dan membahas lebih jauh mengenai :

1. bagaimana peran pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dan perlindungan hak-hak terdakwa tindak
pidana korupsi?

Artikel ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman lebih mendalam mengenai peran
pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari segi pengaturannya dalam
hukum positif Indonesia, maupun penerapan hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat.
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METODE PENELITIAN

Menurut Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, metode penelitian hukum adalah "suatu proses untuk
menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara
metodis, sistematis, dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran
(Jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis”. Dalam
bukunya, Dr. Muhaimin mendefinisikan metode penelitian hukum sebagai "suatu proses untuk
menemukan kebenaran (jawaban) atas masalah.

Penelitian mengumpulkan data untuk tujuan tertentu, seperti memahami, menyelesaikan, dan
mengantisipasi masalah. Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penulisan
jurnal ini. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena
sosial, budaya, atau perilaku manusia dengan mempelajari makna, pengalaman, persepsi, dan
perspektif setiap partisipan secara menyeluruh. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan
data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari artikel jurnal, buku, asas-asas hukum, undang-undang,
dan hasil penelitian tentang teori.

Metode kualitatif ini dipilih oleh penulis dikarenakan memungkinkan penulis untuk membantu
penulis dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang lebih kompleks
dalam penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada bagian menimbang huruf (a) disana
dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang sering terjadi bukan hanya merugikan keuangan negara,
tapi juga telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan. Maka dari itu,
korupsi sudah seharusnya digolongkan menjadi sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crimes)
dan diperlukan pula upaya pemberantasan yang luar biasa. Walaupunn pemberantasan tindak pidana
korupsi ini dikatakan telah dilakukan dengan cara luar biasa, namun dalam Undang-Undang masih
tetap diatur pembatas-pembatasan, salah satunya terkait dengan pembagian beban pembuktian.
Meskipun terdapat penyimpangan terhadap ketentuan dalam KUHAP, hal tersebut tidak mengarah
pada pembuktian terbalik secara menyeluruh, melainkan pembuktian terbalik secara terbatas atau
berimbang.

Sistem pembuktian mencakup aturan tentang jenis bukti yang dapat digunakan, penjelasan
tentang jenis bukti tersebut, dan bagaimana hakim harus membuat keyakinannya saat persidangan.
Pembuktian terbalik, merupakan suatu sistem yang ada di hukum acara pidana di Indonesia yang
mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa selama proses pemeriksaan di pengadilan, perlu di
ingat bahwa pengalihan beban pembuktian kepada terdakwa hanya dapat dilakukan pada
pemeriksaan di pengadilan saja. Terdakwa diberi wewenang untuk membuktikan bahwa dia tidak
melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Untuk melakukannya, dia harus memberikan
keterangan tentang harta kekayaannya sendiri, harta kekayaan keluarganya, dan perusahaan atau
pihak lain yang mungkin berhubungan dengan kasus ini. Di sisi lain, jaksa penuntut umum juga tetap
memiliki kewajiban dalam membuktikan kebenaran dari dakwaannya.

Menurut Andi Hamzah, Pembuktian Terbalik adalah teknik pembuktian di mana terdakwa
harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Jika mereka tidak dapat melakukannya, terdakwa
dianggap bersalah. Di Indonesia, pembuktian terbalik jarang digunakan untuk membuktikan tindak
pidana karena tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebaliknya,
pembuktian terbalik diatur secara khusus dalam undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana.
Apabila terdakwa menggunakan pembuktian terbalik, dia harus membuktikan dengan bukti yang sah
dari mana kekayaannya berasal. Jika dia tidak dapat melakukannya, ini dapat memperkuat bukti lain
dan mendukung tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
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Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa pembuktian terbalik yang diatur oleh UU
TIPIKOR merupakan pembuktian terbalik quasi, bukanlah pembuktian terbalik murni. disebut
pembuktian terbalik quasi (semu) itu dikarenakan meskipun pasal tersebut disusun dalam pengertian
pembuktian, namun secara substansi tidak jauh beda dengan pembuktian konvensional. Hal ini
berdasarkan kenyataan bahwa kewajiban utama pada pembuktian dakwaan masih tetap menjadi
tanggung jawab dari jaksa penuntut. Selain itu, beban pembuktian bagi terdakwa merupakan sebuah
hak, bukan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, apabila terdakwa tidak menggunakan hak
pembuktiannya, hal tersebut tidak berimplikasi langsung terhadap penjatuhan pidana, tetapi akan
menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam kasus pembuktian dakwaan,
dakwaan dapat digunakan sebagai bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana korupsi jika dia tidak dapat membuktikan bahwa dakwaan tersebut adalah
palsu. Ketidakmampuan terdakwa untuk menjelaskan sumber kekayaannya dapat digunakan sebagai
bukti yang dianggap sah terhadap dirinya sendiri. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karna
itu merupakan salah satu keterangan terdakwa, dan keterangan terdakwa sendiri merupakan bukti
yang sah.

Pada dasarnya, penerapan sistem pembuktian terbalik disebabkan oleh tingginya tingkat
korupsi yang sudah melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan bahwa
ketentuan "premium remidium” ini akan membantu mengakhiri pelanggaran korupsi di Indonesia.
Ketentuan ini hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi. Extraordinary crime lainnya tidak
termasuk dalam kategori ini karena struktur hukumnya lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan
politik. Namun, sistem hukum Indonesia sudah sangat rusak.

Terdakwa "dapat" membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi setelah
mendapatkan izin dari hakim, tetapi pembuktian ini tidak diperlukan. Jika terdakwa menolak untuk
memanfaatkan kesempatan tersebut, itu dapat meningkatkan keyakinan jaksa penuntut bahwa
terdakwa sudah terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sebaliknya, pernyataan tersebut dapat
membantu terdakwa jika dia berhasil membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi, tetapi jaksa
tetap harus membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi.

Pada dasarnya, pembagian beban pembuktian, juga dikenal sebagai pembuktian terbalik, sangat
penting dan membantu jaksa membuktikan dakwaan mereka. Terdakwa diberi hak untuk
membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan beban pembuktian yang
terbatas dan seimbang ini. Selain itu, dia diminta untuk memberikan keterangan tentang semua harta
kekayaan atau korporasi yang diduga berhubungan dengan kasus tersebut. Namun, tanggung jawab
jaksa tetap ada untuk membuktikan dakwaannya.

2. Sistem Pembuktian Terbalik Dan Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana
Korupsi

Presumption of innocence, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk tidak dipaksa
memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah” saat menentukan tuduhan
pelanggaran pidana, telah diakui secara luas di Indonesia. Seringkali dianggap sebagai penghalang
untuk menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Konsep ini juga disebut sebagai asas
ketidaktuduhan diri. Meskipun ada perbedaan antara asas ini dan praduga tak bersalah, serta
kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), perdebatan ini masih sangat penting.

Dalam Prosedur Hukum Acara Pidana, ada banyak teori yang digunakan untuk mendukung
tuduhan yang diajukan. Sistem pembuktian terbalik adalah evolusi dari teori pembuktian. Beberapa
di antaranya adalah sistem pembuktian yang berbasis undang-undang secara positif, sistem
pembuktian yang berbasis undang-undang secara negatif, evaluasi hakim, dan sistem pembuktian
yang bergantung pada keyakinan logis hakim. Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana
korupsi telah diatur dalam UU TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang mana
hal tersebut merupakan ketentuan yang bersifat (premium remidium), yakni peraturan yang bersifat
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istimewa dan memberikan perlakuan khusus. Sistem ini memiliki karakteristik pencegahan yang
khusus terhadap pegawai negeri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pada pasal 12B ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sistem beban
pembuktian diterapkan dalam kasus suap atau gratifikasi, khususnya gratifikasi di atas
Rp10.000.000.000. Oleh karena itu, setiap hadiah yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara
negara dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- dianggap sebagai suap kecuali pihak yang
menerima dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Ayat 1 Penjelasan Pasal 12 huruf (b), gratifikasi
dapat berupa berbagai hal, seperti uang, barang, rabat, salary, pinjaman tidak berbunga, tiket
perjalanan, penginapan, perjalanan wisata, berobat gratis, dan lainnya, baik di dalam maupun di luar
negeri.

Pada dasarnya, UU Nomor 20 Tahun 2001 ini menerapkan sistem pembuktian terbalik dan
meningkatkan ancaman pidana bagi pelaku korupsi. Meskipun jaksa penuntut dapat membuktikan
tuduhan mereka dengan bukti, hal ini seringkali tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman penjara
kepada pelaku, bahkan seringkali sangat ringan.

Penerapan pembalikan beban pembuktian, atau pembagian beban pembuktian yang mendekati
pembalikan, hanya dapat dipertimbangkan dalam situasi darurat yang mendesak untuk penegakan
hukum. Selama situasi darurat tersebut belum jelas, pengabaian asas praduga tak bersalah melalui
pembalikan beban pembuktian tidak dapat dibenarkan. Meskipun Indonesia mungkin berada dalam
situasi darurat terkait korupsi, ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 37 UU No. 31 Tahun
1999 masih menimbulkan keberatan, karena belum tentu efektif dalam memberantas korupsi.
Ketentuan ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap perlindungan hak asasi manusia yang
seharusnya dijunjung tinggi dalam KUHAP.

Dalam UU TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 Pasal 37 disebutkan bahwa jika terdakwa tidak dapat
menjelaskan secara wajar sumber harta yang diperolehnya, maka harta tersebut dapat dianggap
sebagai hasil korupsi. Dalam hal ini, pembuktian terbalik akan berlaku, dan terdakwa harus bisa
membuktikan apabila harta miliknya tersebut tidak berasal dari tindak pidana.

Pengaturan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi telah mengalami beberapa
perubahan, dimulai dengan Undang-Undang yang pertama kali terdapat dalam pasal 17 UU no.3
tahun 1971, kemudian berlanjut dengan UU no.31 tahun 1999 pada pasal 37 , dan akhirnya
diperbarui dalam UU no.20 tahun 2001 terdapat pada pasal 37 juga akan tetapi telah di pecah
menjadi 2 yaitu pasal 37 dan pasal 37a. Walaupun UU Nomor 3 Tahun 1971 tidak digunakan lagi,
penting untuk memahami bagaimana pengaturan beban pembuktian dalam undang-undang tersebut,
dari perspektif ilmiah.

Perlindungan hak-hak terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan aspek
fundamental dalam sistem hukum pidana yang adil dan transparan. Hak-hak ini penting untuk
menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Beberapa hak utama yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah:

1. Asas Praduga Tak Bersalah
Hak Mendapat Bantuan Hukum
Hak Tidak Memberikan Kesaksian Melawan Diri Sendiri
Hak Mendapatkan Proses Hukum yang Adil
Perlindungan dari Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi
Hak Mengajukan Pembelaan

Sistem hukum yang efektif dan adil memerlukan perlindungan hak-hak terdakwa dalam tindak
pidana korupsi. Dengan menghormati hak-hak ini, sistem peradilan dapat meningkatkan kepercayaan
publik serta efektivitas dalam memberantas korupsi tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Untuk
membangun masyarakat yang adil dan demokratis, sangat penting untuk mengimbangi penegakan
hukum yang ketat terhadap tindak pidana korupsi dengan perlindungan hak-hak individu.

ook ow
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Perlindungan hak terdakwa dalam tindak pidana korupsi harus tetap menjadi perhatian utama
dalam setiap upaya pemberantasan korupsi. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, salah satunya
hak terdakwa, bukan hanya mencerminkan komitmen terhadap keadilan, tetapi juga menjadi
prasyarat untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.
Perlindungan hak-hak terdakwa dalam kasus korupsi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga
elemen penting dari keadilan sosial. Dengan memastikan bahwa hak-hak ini dihormati, sistem
peradilan tidak hanya melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga meningkatkan
legitimasi dan efektivitas penegakan hukum.

Dalam upaya memberantas korupsi, Hak asasi manusia harus selalu dipertahankan dalam
kesetaraan antara penegakan hukum yang efektif serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan
demikian, masyarakat dapat memiliki kepercayaan bahwa sistem hukum berfungsi untuk keadilan,
bukan untuk penindasan.

Namun demikian, penegakan hukum dan kebijakan hukum di Indonesia hendaknya tidak terlalu
menitikberatkan pada pertimbangan hak asasi manusia semata saja, yang manahal tersebut dapat
disalahgunakan oleh para koruptor untuk menghindari tanggung jawab hukum. Akan tetapi, sistem
pembalikan beban pembuktian harus diterapkan dengan batasan-batasan tertentu dan harus
didasarkan pada penyimpangan-penyimpangan yang jelas dari asas-asas hukum yang berlaku. Maka
dari itu, penerapan sistem ini tidak dapat diartikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan
sebagai pengecualian yang ditempuh demi kepentingan terdakwa dan masyarakat luas yang juga
memerlukan perlindungan hukum.

Harapannya,adalah agar penerapan pembalikan beban pembuktian dalam praktik tidak
menimbulkan perselisihan dan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, diharapkan sistem ini
dapat berfungsi sebagai "extraordinary instrument” atau sistem hukum luar biasa untuk memerangi
"extraordinary crime". Tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah korupsi di negara ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa upaya hukum
untuk meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 jo.
UU Nomor 20 Tahun 2001. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pembuktian dalam kasus di
mana pejabat publik atau penyelenggara negara diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Pembuktian terbalik ini hanya digunakan secara terbatas. Ini menunjukkan bahwa terdakwa harus
menunjukkan cara dia mendapatkan uang, sambil mempertahankan hak praduga tak bersalah
terdakwa.r

Meskipun pembuktian terbalik memiliki tujuan mulia untuk memberantas korupsi, penerapan
itu menimbulkan dilema antara penegakan hukum yang kuat dan perlindungan hak asasi manusia,
terutama dalam hal hak untuk tidak memberikan kesaksian melawan diri sendiri dan hak untuk
diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Dalam kasus tindak pidana korupsi, jaksa penuntut
umum memiliki tanggung jawab utama untuk membuktikan kebalikannya, tetapi tidak benar-benar.
Meskipun terdakwa tidak diharuskan untuk membuktikan bahwa hartanya tidak berasal dari tindak
pidana, mereka memiliki hak untuk melakukannya. Langkah-langkah ini dapat membantu sistem
hukum Indonesia memberantas tindak pidana korupsi dengan lebih cepat sambil mempertahankan
hak-hak dasar setiap orang dalam proses hukum. Sebaliknya, perlindungan hak-hak terdakwa tindak
pidana korupsi masih sangat penting. Perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang
efektif harus selalu diimbangi. Dalam hal ini, negara tidak boleh mengorbankan asas keadilan hanya
untuk memerangi korupsi. Sebaliknya, sistem hukum yang efektif untuk memerangi korupsi harus
memastikan proses peradilan yang adil dan transparan serta menghormati hak-hak individu, termasuk
hak terdakwa.
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Pada akhirnya, diharapkan penerapan sistem pembuktian terbalik pada pemberantasan korupsi
di Indonesia dapat menjadi perangkat hukum yang efektif untuk mengatasi kejahatan luar biasa ini.
Namun, sistem ini harus dilaksanakan secara cerdas dan proporsional, serta dengan batasan yang
jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau perdebatan hukum yang dapat merusak asas-asas
dasar keadilan. Dengan demikian, diharapkan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efisien dan
transparan, tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan merusak integritas sistem hukum Indonesia.
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